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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Globalisasi membawa pengaruh terhadap hukum yang ada di Indonesia, baik itu mencangkup hukum formil maupun materiil. Hal ini tercermin dari perkembangan sistem-sistem hukum yang ada dimana sistem hukum ini memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat menyeluruh, tertutama pada sistem hukum common law, walaupun pada prinsipnya Indonesia di kenal menganut sistem hukum Eropa Continental. Dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem hukum itu sendiri ialah sebagai komponen yang digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Perkembangan praktek hukum acara perdata di Indonesia, bahwa telah terjadi banyak perubahan. Belakangan ini dalam sistem hukum di Indonesia ada suatu gugatan perwakilan kelompok, yang sebelumnya tidak ada di dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum acara merupakan semua peraturan hukum yang mengatur mengenai cara dari terjaminnya hukum materiil itu ditaati melalui perantara hakim. Sistem hukum acara dapat dikatakan baik apabila adanya lembaga-lembaga berkompeten sebagai suatu cara untuk menuntut hak di pengadilan, baik itu hak perseorangan maupun sekelompok masyarakat dalam jumlah yang banyak atau yang biasa dikenal dengan gugatan perwakilan (class action). Gugatan class action diperkenalkan di Inggris lalu terus berkembang hingga ke negara-negara lainnya termasuk ke Indonesia.

Gugatan perwakilan kelompok merupakan suatu cara untuk memudahkan pencari keadilan untuk mendapatkan pemulihan hak hukum yang dilanggar melalui jalur keperdataan. Sangatlah tidak praktis kasus yang melibatkan ratusan, ribuan bahkan jutaan orang yang menderita kerugian, memiliki fakta atau dasar hukum serta tergugat yang sama diajukan secara sendiri-sendiri melalui gugatan biasa, maka proses beracara akan menghabiskan banyak biaya dan tidak efisien. 

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan perwakilan kelompok (class actions) memiliki manfaat proses berperkara lebih ekonomis dan biaya lebih efisien. Bagi pihak   merugikan kepentingan masyarakat luas.

Terkait dengan perkembangan yang terjadi semakin banyak gugatan yang dalam pelaksanannya menggunakan prosedur class action. Kasus perlindungan hukum gugatan class action atau perwakilan kelompok juga belakangan ini sedang menjadi topik yang sering dibicarakan baik dalam kalangan akademi, penasihat hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat.

Gugatan perwakilan merujuk pada Peraturan Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 adalah gugatan yang prosedurnya yakni satu orang atau lebih dapat menjadi wakil dari kelompok dalam mengutarakan gugatan yang mengandung fakta atau dasar hukum yang serupa. Intinya gugatan class action tersebut merupakan gugatan perdata yang mana biasanya berkaitan dengan adanya suatu permintaan atau ganti rugi yang mana gugatan ini dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak sebagai perwakilan kelas (class representative) dan juga mewakili ratusan hingga ribuan korban yang memiliki kepentingan.

Pada prinsipnya Gugatan class action merupakan suatu cara untuk memudahkan dalam mendapatkan pemulihan hak hukum yang di langgar melalui jalur keperdataan. Karena sangatlah tidak praktis apabila kasus-kasus yang merugikan masyarakat luas, yang memiliki fakta, dasar hukum dan tergugat yang sama tetapi tetap diajukan secara sendiri-sendiri. Hal tersebut hanya akan menimbulkan ketidak efesienan bagi para pihak yang mengalami kerugian, maupun pihak penggugat dan juga pengadilan itu sendiri.
Gugatan class action atau perwakilan kelompok merupakan suatu cara yang ditempuh guna memberi kemudahan bagi mereka yang mencari keadilan agar pemulihan hak-hak yang telah dilanggar melewati jalur keperdataan mampu didapatkan. Adanya gugatan class action atau perwakilan kelompok ini bertujuan utuk meminimalisir adanya suatu gugatan yang bersifat individual atas suatu kasus yang terjadi, serta fakta hukum dan juga tuntutan yang memungkinkan terhambatnya suatu proses perkara di pengadilan dan juga agar terciptanya efisiensi waktu serta biaya yang ringan dalam mengajukan gugatan di pengadilan tetapi dalam praktiknya class action juga banyak memiliki kelemahan-kelemahan.

Praktiknya gugatan class action sendiri masih memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan di lembaga peradilan dimana kelemahan ini terletak pada Peraturan Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Apabila ditinjau dari segi yuridisnya Peraturan Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 menimbulkan suatu permasalahan, yakni seperti yang telah diketahui bahwa bentuk peraturan ini tidak di kenal dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. 

Apabila ditinjau dari segi yuridis formal, maka Peraturan Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 bukan lex specialist dari HIR maupun RBG tetapi Peraturan Mahamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 ini menjadikan HIR atau RBG ini sebagai dasarnya sehingga hal ini dapat menajadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan class action di lembaga peradilan. 

Gugatan class action dalam prakteknya banyak yang ditolak oleh majelis hakim seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2246 K/Pdt/2020 bahwa kedudukan hukum para penggugat dalam perkara tidak jelas dan tidak tepat untuk mewakili 1.168 calon petani peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Kuala Puntian dalam perkara ini sehinga sudah tepat putusan yang menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. Faktor tidak diterimanya gugatan para penggugat disebabkan:

Materi gugatan yang diajukan merupakan materi yang tidak dapat diajukan dalam gugatan class action.
Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang berperkara, pihak yang berkepentingan dan bersinggungan langsung dengan objek sengketa.

Gugatan para penggugat melekat unsur nebis in idem atau res judicata.
Kedudukan hukum para penggugat tidak jelas seharusnya mengajukan gugatan class action dan bukan mengajukan gugatan biasa;

Gugatan para penggugat tidak jelas mengenai legal standing;
Gugatan para penggugat error in persona;

Gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
Para penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan.

Gugatan para penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memilih judul skripsi tentang “Kedudukan  Gugatan  Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Hidup”.

Rumusan Masalah.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

Bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup ? 

Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya  gugatan  class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup ?
Bagaimana keunggulan dan kelemahan gugatan class action sehingga dipilih dalam penyelesaian sengketa pencemaran yang melibatkan kelompok masyarakat dalam sengketa lingkungan hidup ? 
Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah  Medan
Untuk mengetahui mekanisme pengajuan gugatan class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya  gugatan  class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup.

Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan gugatan class action sehingga dipilih dalam penyelesaian sengketa  yang melibatkan kelompok masyarakat dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup. 

Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah mekanisme gugatan class action dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup.

Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga praktisi hukum tentang gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagai upaya penyelesaian dalam sengketa pencemaran lingkungan hidup.
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